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Abstrak 

Artikel ini mengkaji fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang 
transaksi emas secara elektronik dari perspektif sosiologis. Hadits-hadits Nabi yang mengatur 
perdagangan emas dan perak menjadi landasan fatwa DSN-MUI, yang mensyaratkan agar 
dilakukan secara tunai untuk menghindari transaksi riba. DSN-MUI mempertimbangkan konteks 
sosio-historis dan pendapat ulama klasik hingga kontemporer, yang menyatakan dahulu uang 
dapat dibuat dengan emas dan perak. Saat ini, perak dan emas dianggap sebagai komoditas, bukan 
alat pembayaran sah. Oleh karenanya, sepanjang emas belum menjadi alat tukar resmi, DSN-MUI 
berkesimpulan bahwa transaksi emas nontunai dapat diterima. Fatwa ini berlandaskan pada 
pemikiran hukum ushul dan fikih yang berlaku, serta ada atau tidaknya 'illat dan adat istiadat 
masyarakat, semuanya berperan dalam penerapan hukum tersebut. 

Kata Kunci:  Fatwa DSN-MUI, Jualbeli, Non Tunai. 

 

 

 

PENDAHULUAN 
Di era modern, fatwa keagamaan 

tentang ekonomi ialah masalah yang 
signifikan dan esensial. Sebab, fatwa para 
akademisi memegang peranan penting 
dan strategis dalam pencerahan 
keagamaan individu yang menghadapi 
berbagai tantangan hidup. Sejumlah riset 
menunjukkan signifikansi fatwa-fatwa 
tersebut dalam dinamika pembangunan 
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sosial-ekonomi, transformasi sosial-
budaya, rekayasa sosial, dan proses 
pembuatan kebijakan pemerintah. Para 
pelaku di lingkungan sosial dan 
keagamaan merujuk pada berbagai 
fatwa, termasuk yang diterbitkan di 
media cetak dan digital, serta yang 
dikeluarkan oleh para akademisi dan 
ulama yang berafiliasi dengan lembaga-
lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk 
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berbagai kelompok agama (Agus 
Miswanto, 2021). 

Isu utama dalam ekonomi 
syariah membutuhkan dasar hukum 
yang tepat dan diakui secara nasional 
maupun internasional. Lembaga fatwa 
seperti DSN-MUI, Lajnah Baḥts al-
Masā’il, dan Majelis Tarjih memiliki 
dukungan yang luas dan berperan 
sebagai panduan hukum bagi 
masyarakat Indonesia dalam 
menghadapi berbagai masalah hukum. 
Meskipun asal muasal lembaga tersebut 
berbeda-beda, DSN-MUI menonjol di 
antara semuanya dalam hal ketaatannya 
pada ekonomi syariah (Soleh Hasan 
Wahid, 2019). 

DSN-MUI dalam hal ini selaku 
lembaga yang dipercaya melahirkan 
fatwa tentang ekonomi yang berbasis 
syariah melihat zaman yang semakin 
berkembang, dalam hal transaksi 
maupun kemajuan dan 
perkembangannya, kehidupan manusia 
telah mengalami berbagai perubahan, 
perubahan ini mendorong Fatwa DSN-
MUI untuk terus berupaya untuk 
senantiasa berusaha merespon 
perubahan dan perkembangan tersebut 
dengan tetap memegang prinsip-prinsip 
syariah yang notabene tidak bebas. 
Fatwa-fatwa DSN-MUI sering kali 
bersifat moderat (tasawuth), artinya 
mengikuti mafhum al-nash dan 
mempertimbangkan kemaslahatan 
umum (tasahul) tanpa terlalu ketat 
dalam hal lafadz nash (tasyadud). 
Menurut DSN-MUI, mashlahah yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
dikenal sebagai mashlahah yang pasti 
(mashlahah qath’iyah). Akan tetapi, 
karena mashlahah tersebut termasuk 
mashlahah yang diragukan (mashlahah 
mauhumah), maka mashlahah tersebut 
harus ditolak jika ternyata melanggar 
norma-norma syariah (Tika Mutiani dkk, 
2023). 

Jawaban atas permasalahan ini 
dapat ditemukan dalam fatwa DSN-MUI, 

lembaga yang bertugas untuk 
"memantau" masalah ekonomi syariah di 
Indonesia. Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-
MUI/V/2010 yang membahas transaksi 
emas tanpa uang tunai (non-tunai) ialah 
salah satu fatwa yang diterbitkan oleh 
DSN-MUI. Padahal, DSN-MUI dalam 
fatwanya mengatakan transaksi emas 
harus dilakukan dengan pembayaran 
langsung, fatwa ini membolehkan 
transaksi emas elektronik, menunjukkan 
adanya perbedaan antara pandangan 
hadits dan fatwa tersebut. 

Rasulullah bersabda, " Juallah 
emas, perak, gandum, kurma, dan garam 
dengan jenis dan jumlah yang sama, serta 
secara tunai," berdasar hadits riwayat 
Imam Muslim dari Ubadah bin Ash-
Shamit r.a. Juallah sesuka hatimu jika 
jenisnya berbeda dan transaksinya tunai. 
(HR. Muslim, no. 1587) 

"Janganlah transaksi emas 
dengan emas atau perak dengan perak 
kecuali dalam jumlah yang sama tanpa 
tambahan; juga hindari transaksi emas 
dan perak dengan elektronik," hadits 
riwayath umat Islam dari Abu Sa'id al-
Khudri (HR. Muslim (III/ 1208, no. 
1584). 

“Menurut ajaran Nabi 
Muhammad saw, transaksi kredit perak 
dengan emas dilarang”, hadits yang 
diriwayatkan dari Bara’ bin ‘Azib dan 
Zaid bin Arqam. (HR. Muslim) 

Secara tekstual, hadis tersebut 
bertentangan dengan kebolehan 
transaksi emas secara elektronik, namun 
DSN-MUI tidak sembarangan dalam 
menentukan fatwanya. Hal itu 
dibuktikan DSN-MUI meneybtukan pula 
hirarki istinbath fatwa di dalamnya 
mulai al-Quran, Hadits, kaidah ushul fiqh 
dan kaidah fiqhiyyah serta tidak lupa 
mengutip pendapat para ulama baik 
klasik maupun kontemporer sebagai 
pertimbangan istinbath hukum. Untuk 
itu dari sisi normative maupun filosofis 
tentunya sudah terpenuhi, namun juga 
artikel ini dianggap penting untuk 
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dilakukan, untuk meninjau dari aspek 
sosiologi dengan harapan agar fatwa 
DSN-MUI juga terbuka dengan 
pertimbangan hukum melalui 
pendekatan-pendekatan lain terutama 
aspek sosiologi. 
 
METODE PENELITIAN 

Riset kepustakaan diterapkan 
dalam kajian ini, yaitu dengan 
melakukan telaah pustaka yang kuat 
terhadap sumber yang relevan. 
Pemaparan kajian ini memakai uraian 
tentang telaah kritis terhadap komponen 
sosiologis fatwa DSN-MUI dalam rangka 
mengeluarkan fatwa. Oleh karenanya, 
tahap pertama kajian ini menelaah 
pokok persoalan. Selanjutnya, mencari 
sumber yang sesuai dengan topik, 
memilah sumber yang sudah ada, dan 
menganalisis masing-masing sumber 
secara kritis dengan menggunakan 
pendekatan sosiologi supaya dapat 
menemukan novelty (sesuatu yang baru). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam membuat artikel ini, 
peneliti juga menyebutkan kajian 
terdahulu yang dianggap relevan dengan 
kajian Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-
MUI/V/2010 membolehkan transaksi 
emas secara tunai dan elektronik. Riset 
Muhammad Faqih Abdillah, DSN-MUI 
menginterpretasikan hadis Nabi saw 
mengenai transaksi emas dengan 
mempertimbangkan konteksnya, emas 
dan perak dilihat sebagai komoditas, 
bukan alat transaksi (Muhammad Faqih 
Abdillah, 2020). 

Kemudian Reza Fauzia Tarende 
dkk. melakukan Penelitian yang berfokus 
pada kajian sistem perdagangan emas di 
aplikasi DANA mematuhi Fatwa DSN-
MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang 
transaksi emas secara elektronik. 
Temuan riset menunjukkan bahwa 
mekanisme jual beli emas di DANA 
meliputi pendaftaran, pemilihan fitur, 
pembelian, pembayaran, dan 
pengecekan saldo. Lebih lanjut, Fatwa 

DSN-MUI dianggap tidak mempengaruhi 
transaksi emas secara elektronik dengan 
akad salam dan wadi'ah di platform 
DANA (Reza Fauzia Tarende dkk, 2023). 

Jajang Herawan, dkk. melakukan 
penelitian berfokus pada kajian 
kelayakan hukum transaksi jual beli 
emas secara elektronik dalam kerangka 
ekonomi syariah kontemporer. Hasil 
penelitian menunjukkan terdapat dua 
perspektif yang berbeda terkait hal ini. 
Perspektif pertama menunjukkan 
mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, 
Maliki, Syafi'i, dan Hambali menganggap 
transaksi emas tanpa mata uang sebagai 
haram. Namun, ada pandangan lain yang 
dipegang oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu 
Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan hal 
tersebut mubah. Perbedaan ini 
mencerminkan diskusi yang berlangsung 
di kalangan ulama ekonomi syariah 
mengenai status hukum jual beli emas 
secara elektronik (Jajang Herawan, 
2023). 

Penelitian oleh Nurul Sri 
Ramadhani dan Rafi’ah Indah Syahrani 
yang bertujuan guna menilai transaksi 
pembelian emas yang tidak melibatkan 
uang tunai dengan menggunakan prinsip 
ekonomi Islam. Kesimpulan riset yakni, 
dari perspektif keuangan Islam, 
transaksi pembelian emas non-tunai 
tidak mematuhi norma-norma syariah. 
Meskipun buku syariah tidak secara 
khusus menyebutkan pertukaran emas, 
keadaan yang diperlukan agar 
pertukaran emas menjadi sah 
mengharuskan adanya transaksi barang 
secara bersamaan selama satu 
pertemuan sosial. Menurut teori, suatu 
transaksi dianggap batal jika pihak-pihak 
terpisah dan barang-barang tersebut 
tidak ditukar dalam satu pertemuan 
pada saat yang sama (Nurul Sri 
Ramadhani, 2010).  

Penelitian yang dilakukan oleh 
Yaumil Refianti berfokus pada meninjau 
pendapat Ibnu Qayyim tentang 
pertukaran emas tanpa uang tunaii. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
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Ibnu Qayyim dalam berijtihad merujuk 
pada sumber-sumber utama dalam 
Islam, seperti Alquran, Sunnah, dan 
fatwa ulama terdahulu. Ibnu Qayyim 
menggunakan teknik ijtihad berikut: 
ijma, qiyas, maslahah mursalah, istishab, 
'urf, dan az-zari'ah. Hadits yang melarang 
perdagangan emas non-tunai berbeda 
dengan perspektif Ibnu Qayyim, yang 
mengizinkannya. Namun, sudut pandang 
Ibnu Qayyim memiliki relevansi dengan 
ketetapan DSN-MUI No.77/DSN-
MUI/V/2010 mengizinkan transaksi 
emas elektronik, yaitu kesamaan pada 
penentuan 'illat (alasan hukum) (Y 
Refianti, 2021). 

Kisanda Midisen dan Santi 
Handayani melakukan penelitian yang 
fokus pada pandangan ulama, Ibnu 
Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan pandangan 
mereka tentang keabsahan jual beli emas 
tanpa pembayaran menunjukkan dua 
pandangan utama di kalangan akademisi. 
Mayoritas ulama (madzhab Hanafi, 
Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menganggap 
transaksi emas tanpa mata uang sebagai 
haram, sementara Ibnu Taimiyah, Ibnu 
Qayyim, dan sebagian ulama modern 
membolehkannya dalam situasi tertentu 
(mubah) (Kisanda Midisen dkk, 2021). 

Dari pemaparan riset terdahulu, 
menurut peneliti relevan dengan kajian 
dalam artikel ini, bisa diambil 
Kesimpulan yang ditawarkan oleh 
penelit-peneliti terdahulu bersifat 
normatif dengan pendekatan fiqhiyah 
dintjau secara filosofis dengan 
pendekatan ushul fiqh dan perbandingan 
madzhab. Sehingga menurut peneliti 
akan dikatakan lengkap bila ada 
pendekatan sisi sosiologi, mengingat 
perkembangan dan perubahan hukum 
(fiqh) juga sangat erat dengan aspek 
sosiologi. Sehingga menurut peneliti, 
penelitian ini dianggap penting dalam 
rangka memenuhi kelengkapan 
kerangka ilmu pengetahuan yang telah 
dilakukan oleh penelitian terdahulu. 

 

 
Pendekatan Sosiologis 
Definisi sosiologi adalah disiplin 

ilmu yang mengkaji bentuk, proses, dan 
perubahan sosial yang terjadi. Literatur 
sosiologi berfokus pada cara interaksi 
sosial membentuk hubungan manusia 
dan norma sosial. Sosiologi menekankan 
pengembangan keterampilan seseorang 
saat membiasakan orang dengan situasi 
baru dalam aktivitas kelompok. Konsep 
seperti "strategi sosiologi" dapat 
digunakan untuk deskripsi seperti yang 
di bawah ini: (Radhyatul Hamidah, 2022) 

1. Teori Fungsional 
Akhir tahun 1930-an 

menyaksikan peningkatan popularitas 
pendekatan struktural-fungsional, yang 
mengambil perspektif makro tentang 
masyarakat. Metode ini terinspirasi oleh 
pemikiran sosiologis Eropa seperti Emile 
Durkheim, Vilfredo Pareto, Max Weber, 
dan berbagai antropolog sosial Inggris, 
Halcot Parsons dari Harvard ialah orang 
pertama yang menyajikan teori ini secara 
metodis. Kemudian, khususnya di 
Amerika, mahasiswa Parson dan murid-
muridnya menyempurnakan gagasan ini. 
Metode ini didasarkan pada 2 prinsip 
dasar: pertama, masyarakat terdiri dari 
substruktur yang saling bergantung 
dalam perannya masing-masing, dan 
bahwa modifikasi apa pun terhadap 
fungsi satu substruktur pasti akan 
memengaruhi struktur lainnya. Jadi, 
tujuan studi sosiologi guna mengetahui 
mengapa dan seberapa besar satu 
substruktur memengaruhi yang lain. 
Dalam sistem sosial, setiap struktur 
mendukung substruktur atau aktivitas 
lainnya. Keluarga, ekonomi, politik, 
agama, pendidikan, hukum, dan lembaga 
mapan lainnya adalah beberapa contoh 
substruktur ini dalam Masyarakat (M. 
Arif Khoiruddin, 2014). 

Gagasan di balik teori fungsional 
didasarkan pada gagasan manusia ialah 
organisme ekologis yang melalui tahap-
tahap pertumbuhan. Semakin besar 
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tanaman, semakin banyak masalah yang 
dihadapinya yang terus membentuk 
lingkungannya dan akhirnya 
memunculkan kelompok atau bagian 
tertentu yang memainkan tanggung 
jawab berbeda. Kemudian, kedua 
perbandingan ini memiliki efek yang 
berbeda satu sama lain. Oleh karenanya, 
menggunakan cara mengamati fakta 
dalam masyarakat melalui perannya 
adalah tujuan utama analisis sosiologis 
dengan gagasan ini. Memenuhi langkah 
tersebut juga diperlukan saat 
mempraktikkan gagasan fungsional. 
Secara khusus, mengidentifikasi perilaku 
sosial selama krisis memerlukan 
identifikasi konteks di mana perilaku 
tersebut terbentuk serta subjek riset. 
Membuat pengantar tentang perilaku 
yang merugikan secara sosial berada di 
urutan kedua. Ketiga, mempraktikkan 
pemahaman tentang akibat ketika suatu 
tindakan ialah perilaku sosial. 

2. Teori Interaksional 
Gagasan teori interaksional 

mengandaikan bahwa harus ada 
hubungan antara individu ketika mereka 
terlibat dalam kegiatan publik. Banyak 
orang memandang teori interaksional 
sebagai deskripsi interpretatif, yang 
berarti bahwa teori ini memberikan 
analisis yang, karena bersifat aktual, 
dapat menarik perhatian. Evolusi ini 
ialah cara seseorang bereaksi terhadap 
sesuatu dengan memanfaatkan segala 
sesuatu di sekitarnya. 

Teori interaksionisme simbolik, 
yakni sudut pandang mikro dalam 
sosiologi, mungkin sangat spekulatif 
pada titik penyelidikannya saat ini. 
Meskipun dikembangkan dalam 
lingkungan barat, teknik ini banyak 
meminjamnya, tetapi memiliki 
kecenderungan ideologis yang relatif 
sedikit. Pendekatan interaksionisme 
simbolik, yang sering dikenal 
pendekatan interaksionis, dimulai 
dengan bentuk interaksi sosial yang 
paling dasar. Diharapkan riset akan 
meluas dari tingkat mikro ini hingga 

mencakup seluruh masyarakat sebagai 
penentu jalannya berbagai interaksi. 
Orang-orang percaya manusia pandai 
memahami keadaan sosial, seperti yang 
melibatkan politik, bisnis, permainan, 
pendidikan, dan kelompok resmi dan 
informal, serta skenario yang terjadi di 
dalam dan di luar keluarga (Fauziah 
Hasni dkk, 2023). 

3. Teori Konflik 
Menurut gagasan konflik, 

elemen mendasar dari hubungan 
manusia ialah kekuasaan dan keinginan 
atau kepentingan setiap orang. Sosiologi 
juga dapat dipakai untuk menganalisis 
bagaimana Islam berubah sebagai 
sebuah masyarakat. Hal ini disebabkan 
fakta bahwa gagasan ini memungkinkan 
untuk memahami bagaimana Islam 
berkembang di setiap zaman dengan 
tujuan memajukan umat Islam di zaman 
berikutnya. 

Alternatif paling terkenal untuk 
pendekatan struktural sosial makro yang 
digunakan saat ini adalah teori konflik 
(Marxien). Karl Marx (1818–1883) ialah 
seorang tokoh terkenal yang mendirikan 
gerakan sosialis global. Banyak 
asumsinya sekarang diakui sebagai 
sosiologis, meskipun sebagian besar 
publikasinya dimaksudkan untuk 
memperluas sayap gerakan tersebut. 

Menurut teori konflik, 
kekuasaan dan kepentingan membentuk 
fondasi semua interaksi sosial dalam 
masyarakat mana pun. Teori ini 
menyatakan ide dan cita-cita selalu 
digunakan sebagai alat untuk 
membenarkan otoritas. Teori perubahan 
sosial seperti evolusi, fungsionalis 
struktural, modernisasi, sumber daya 
manusia, ketergantungan, dan 
pembebasan adalah terkait dengan 
pendekatan sosiologis (Maulana Ira, 
2022). 

 
Aspek Sosiologis dalam Fatwa 

DSN-MUI tentang Jual Beli Emas Non 
Tunai 
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DSN-MUI mengatakan hadis 
Nabi mensyaratkan transaksi emas 
dengan emas, perak dengan perak, atau 
emas dengan perak dilakukan tunai. 
Ulama sepakat jika tidak, transaksi 
semacam itu dianggap riba, sehingga 
emas dan perak dianggap amwal 
ribawiyah (barang ribawi). 

Alasan DSN-MUI menunjukkan 
bahwa adanya pengakuan atas 
kompleksitas teks pada hadits-hadits 
tentang jual beli emas, yaitu dari segit 
makna dasar hadits (umum al-lafdhi) 
terjadi ketidaksamaan antara 
keumuman hadits dengan fakta transaksi 
emas di zaman sekarang, dari keumuman 
hadits maka jelas DSN-MUI mengakui 
pertukaran emas dengan emas, perak 
dengan perak, ialah haram. Sebab, jika 
dilakukan secara elektronik, maka ada 
unsur riba di dalamnya. 

DSN-MUI mempertimbangkan 
latar belakang sosio-historis hadis yang 
melarang transaksi emas secara 
elektronik dalam menentukan 
kebolehannya. Mereka juga 
mempertimbangkan pandangan dari 
ulama klasik hingga kontemporer terkait 
konteks sosio-historis dari hadis-hadis 
tersebut. Terbukti bahwa DSN-MUI juga 
menutip pendapat Syekh Ali Jum’ah, 
Syekh Ibnu Qoyyum, Syekh Abdullah bin 
Sulaiman al-Mani’, Dr. Khalid Mushlih, 
dan Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-
Jibaliy memberi penafsiran hadits yang 
mengharamkan transaksi emas 
elektronik berlaku pada zamannya, 
karena emas dan perak dianggap 
memiliki harga (tsaman) yang jelas 
nilainya; semua ulama tidak 
mengizinkannya karena mengandung 
unsur riba. 

DSN-MUI tidak sembarangan 
dalam menentukan sebuah fatwa hukum, 
mereka mempunyai pertimbangan-
pertimbangan khusus dalam 
menentukan fatwa, Di sini, sebuah fatwa 
melarang transaksi emas melalui 
transaksi moneter. Terkait hadits yang 

dirujuk di pendahuluan, DSN-MUI dalam 
pertimbanagan fatwa hukumnya 
menggunakan Kaidah Ushul Fiqh dan 
Fiqh sebagai bentuk implementasi 
kontekstualnya 

a. Kaidah Ushul: 
 .الحُكْمُ یدَُوْرُ مَعَ عِلَّتِھِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا
“Hukum diterapkan berdasarkan 

keberadaan atau ketiadaan 'illat.” (Ali 
Ahmad al-Nadawiy, 1999). 

 
DSN-MUI menyatakan transaksi  

emas secara nontunai dapat 
dilaksanakan sesuai kaidah Ushul Fiqih, 
karena memang secara teks dari 
beberapa hadits dan dallalah nash pada 
hadits tersebut adalah pertukaran antara 
emas dan perak namun ditinjau dari segi 
nilai atau harga, inilah yang menjadikan 
‘illat dalam fatwa ini. dalam artian emas 
dan perak sebagai nilai komoditi, 
sehingga tidak diperkenankan untuk 
dipertukarkan secara non tunai. 
Sedangkan fakta sosial: Meskipun emas 
dan perak di pasaran saat ini disebut 
sebagai jual beli emas, namun emas 
merupakan perhiasan. Oleh karenanya, 
tidak mengherankan jika DSN-MUI 
berpendapat larangan transaksi emas 
secara nontunai tidak berlaku lagi pada 
situasi ini. Untuk itu, DSN_MUI 
merumuskan pertimbangan fatwa 
berikut: 

“Sebagian besar ulama 
berpendapat hukum transaksi yang 
disebutkan dalam poin 1 termasuk dalam 
kategori ahkam mu'allalah, dengan 
'illatnya berdasarkan tsamaniyah, di 
mana emas dan perak berfungsi sebagai 
alat pembayaran saat hadits tersebut 
dijelaskan.” 

“Syarat hukum pertukaran emas 
dan perak dalam hadis Nabi tidak berlaku 
lagi dalam transaksi emas dengan mata 
uang saat ini.. Hal ini didasarkan pada 
penelusuran kaidah ushul fiqih dan 
kaidah fiqih seperti yang dijelaskan pada 
bagian pembahasan nomor 3.” 
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b. Kaidah fiqh: 
 .الْعاَدَةُ مُحَكَّمَةٌ 

“Hukum dibuat berdasarkan adat 
istiadat (kebiasaan lokal).” (alal al-Din 
‘Abd al-Rahman al-Suyuthiy, 2004).  

 
أنََّ الأْحَْكَامَ الْمُترََتبِّةََ عَلىَ الْعوََائدِِ تدَُوْرُ مَعھََا 

  بطََلتَْ كَالنُّقوُدِ فيِ الْمُعاَمَلاَتِ كَیْفمََا دَارَتْ، وَتبَْطُلُ مَعھََا إذاَ 
“Hukum yang berlandaskan adat 

istiadat, seperti mata uang dalam 
muamalat, berlaku seiring dengan adat 
istiadat dan menjadi batal demi hukum 
ketika adat istiadat tidak berlaku lagi …”. 
(Al-Qarafi, 1999) 

الذَّخِیرَةِ : قاَعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرَتَّبٍ عَلَى مِنْ 
عُرْفٍ أوَْ عَادَةٍ یبَْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تلِْكَ الْعاَدَةِ ، فإَِذاَ تغَیََّرَ تغَیََّرَ 

  .الْحُكْمُ 
“Hukum yang berdasarkan 'urf 

atau adat istiadat menjadi tidak sah 
ketika adat istiadat itu menghilang, 
sebagaimana yang dikutip dari kitab al-
Dzakhirah. Oleh karenanya, ketika adat 
istiadat berubah, maka hukum pun ikut 
berubah” (Abu ’Abd Allah Muhammad 
Ibn Yusuf al-Gharnathi al- Mawwaq, 
2013). 

 
DSN-MUI juga berpandangan 

bahwa jual beli emas di zaman sekarang 
sudah menjadi kebiasaan dengan 
keterangan sebelumnya bahwa emas dan 
perak di zaman sekarang adalah jual beli 
perhiasan bukanlah jual beli emas 
sebagai nilai. Sehingga DSN-MUI 
merumuskan fatwa yang mendukung 
kontekstualitas transaksi emak 
elektronik: 

Salah satu definisi uang yang 
diberikan oleh para akademisi ialah: 
Dalam literatur fiqih, "naqd" atau uang 
adalah sesuatu yang umumnya diterima 
sebagai alat tukar, tidak 
mempermasalahkan bentuk atau 
keadaannya. Menurut Syekh Muhammad 
Rawas Qal'ah, naqd yaitu sesuatu yang 
dikeluarkan lembaga keuangan yang 
diakui dan digunakan oleh masyarakat 
sebagai harga (tsaman). Naqd dapat 

terbuat dari logam, kertas cetak, atau 
bahan lainnya (Qal’ah Ji, 1999). 

Definisi uang di atas, segala 
sesuatu yang berupa emas, perak, atau 
bahan lainnya, termasuk kertas hanya 
dianggap sebagai uang (alat atau alat 
tukar) oleh masyarakat dan sesuai 
dengan putusan Muhammad Rawas 
Qal'ah Ji, uang ialah yang dikeluarkan 
atau diakui oleh lembaga keuangan yang 
diakui, yang statusnya ditentukan oleh 
adat atau perlakuan masyarakat 

Peradaban global saat ini 
melihat emas dan perak sebagai 
komoditas yang diperdagangkan, bukan 
sebagai uang. Ibnu Taimiyah dan Ibnu 
Qayyim menganggap emas dan perak 
memiliki status sama sebagai barang jika 
tidak digunakan sebagai alat tukar, 
misalnya sebagai perhiasan. 

Dari paparan penelitian di atas 
menajdi jelas bahwa DSN-MUI telah 
melakukan penetapan hukum yang tidak 
sembarangan, yakni dengan 
mempertimbangkan kompleksitas 
makna teks hadits, kemudian sosio-
historis dari munculnya hadits atau 
dikenal dengan istilah asbabul wurud 
yang dikutip dari pendapat para ulama, 
dan juga implementasi yang tidak 
menyalahi kaidah kontekstual maupun 
kaidah fatwa  secara normative baik dari 
segi deduktif maupun induktif. Untuk itu 
pada kesimpulan Fatwa DSN-MUI 
tentang transaksi emas elektronik 
dengan rumusan: 

“Hukum transaksi  emas non-
tunai, baik secara konvensional maupun 
murabahah, oleh Fatwa DSN-MUI, 
transaksi emas boleh dilakukan (mubah, 
ja'iz) selama emas tersebut tidak dipakai 
sebagai mata uang resmi.” 

Hal ini didasarkan pada kaidah 
umum 
الأصَْلُ فيِ الْمُعاَمَلاتَِ الإِْباَحَة إلاَِّ أنَْ یدَُلَّ دَلِیْلٌ 

 .عَلىَ تحَْرِیْمِھَا
“Umumnya, muamalat dalam 

bentuk apa pun adalah mubah, kecuali 
ada dalil yang menyatakan sebaliknya.” 
(Fatwa DSN-MUI, 2010.) 
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SIMPULAN 

Fatwa DSN-MUI tentang 
perdagangan emas non-tunai memiliki 
komponen sosiologis yang menekankan 
bagaimana tatanan, norma, dan konvensi 
sosial membentuk pembentukan hukum 
Islam. Karena pada masa Nabi 
Muhammad, emas dan perak dianggap 
sebagai bentuk uang yang diakui, 
transaksi non-tunai yang melibatkan 
logam ini dilarang karena dianggap 
mengandung riba. Namun, dalam 
konteks modern, emas dan perak lebih 
sering digunakan sebagai perhiasan atau 
komoditas investasi, bukan sebagai alat 
tukar yang diakui. DSN-MUI menerima 
perubahan ini dan menerapkan prinsip 
fiqh, yang menyatakan hukum dibuat 
berdasarkan adat istiadat masyarakat. 
Masyarakat saat ini lebih memandang 
emas sebagai komoditas atau perhiasan 
daripada sebagai uang. Latar belakang 
sosio-historis pembentukan hadis, yang 
mengatur transaksi emas dan perak, 
merupakan faktor lain yang 
dipertimbangkan oleh DSN-MUI serta 
pendapat ulama klasik dan kontemporer 
memperihatkan hukum bisa berubah 
sesuai dengan perubahan dalam konteks 
sosial. Mereka memahami bahwa aturan 
yang melarang transaksi non tunai tidak 
lagi relevan jika emas tidak lagi 
digunakan sebagai uang. Dengan 
demikian, aspek sosiologi dalam fatwa 
ini menekankan pentingnya 
menyesuaikan hukum Islam dengan 
perubahan konteks sosial dan kebiasaan 
masyarakat agar tetap relevan dan dapat 
diimplementasikan dengan baik. 
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